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ABSTRACT 

This study aims to determine whether audit opinions, audit findings and 

regional characteristics affect the level of disclosure in the Financial Statements of 

Regional Governments in Indonesia. This study uses secondary data originating 

from the Local Government Financial Reports (LKPD) of 34 provinces in Indonesia 

from 2016 to 2019. The variables used in this study are audit opinions, audit 

findings by measuring the level of deviation, and regional characteristics using 

measurement government wealth and independence ratio. The results of the study 

indicate that the variables of audit opinion, audit findings, and regional 

characteristics that use the measurement of government wealth in a province have 

no effect on the disclosure of LKPD in Indonesia. Meanwhile, the variable of 

regional characteristics as measured by the independence ratio has an effect on the 

disclosure of LKPD in Indonesia. 

Keywords: audit opinion, deviation rate, government wealth, independence ratio. 

 

 

 

 

ABSTRAK 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah opini audit, 

temuan audit dan karakteristik daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 

pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah  (LKPD) 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2019. Adapun 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini audit, temuan audit 

dengan menggunakan pengukuran tingkat penyimpangan, dan karakteristik daerah 

dengan menggunakan pengukuran kekayaan pemerintah dan rasio kemandirian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel opini audit, temuan audit, dan 

karakteristik daerah yang menggunakan pengukuran kekayaan pemerintah pada 

suatu provinsi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD di Indonesia. 

Sedangkan variabel karakteristik daerah yang diukur dengan rasio kemandirian 

berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD di Indonesia. 

Kata kunci: opini audit, tingkat penyimpangan, kekayaan pemerintah, rasio 

kemandirian.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Krisis yang terjadi di Asia Timur menyebar nyaris sebagian negara di dunia. 

Krisis ini dimulai pada tanggal 2 Juli 1997, di mana Thailand mendeklarasikan 

bahwa negaranya tidak mampu untuk membayar utang luar negerinya. Kondisi 

seperti ini membuat Macan Asia Timur yaitu negara Indonesia, Malaysia, Thailand, 

dan Korea Selatan melakukan koreksi mata uang terhadap dollar AS, investasi 

spekulatif pada real estate, dan menghitung seberapa besar pinjaman atas mata uang 

asing, hal ini tercantum dalam buku Manias, Panics and Crashes yang berjudul A 

History of Financial Crises tahun 2005 karya CP Aliber (Serafica Gischa, 

Kompas.com, 10 Februari, 2020). Dampak yang ditimbulkan dari krisis ekonomi 

pada tahun 1997-1998 di Indonesia adalah terjadinya perubahan terhadap sistem 

penyelenggaraan pemerintahan. Dari sekian banyak perubahan yang terjadi salah 

satunya adalah dilaksanakannya otonomi daerah sebagai amanah dari Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang sekarang telah 

diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, yang berisi sebagai berikut; BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 point 

5, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu untuk 

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa dikenal dengan 

good governance dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki 
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kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah secara 

transparan dan akuntabel sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dengan Menyusun Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk dari tanggung jawab pemerintah 

dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan terhadap daerahnya 

secara akuntabel dan transparan yang diharapkan dapat menyajikan informasi yang 

mudah dipahami, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat. Untuk itu perlu adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik 

dalam pengelolaan dana daerah tersebut. 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP, 

menyatakan bahwa SAP dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintah (PSAP). Dalam SAP terdapat pengantar dan Kerangka Konseptual 

Akuntansi Pemerintahan. Adapun isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 adalah: 

1. SAP Berbasis Akrual 

2. SAP Berbasis Kas menuju Akrual 

3. Proses Penyusunan SAP Berbasis Akrual sebagai tiga (3) lampiran utama 

Dalam PP tersebut mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun laporan 

keuangan sebagai berikut: 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA menggambarkan bagaimana 

perbandingan antara anggaran yang telah disepakati dengan realisasi pada 

saat periode berjalan. 
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2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). LPSAL adalah 

laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan 

terhadap SAL terhadap tahun pelaporan. 

3. Laporan Posisi Keuangan atau Neraca. LPK atau Neraca adalah laporan 

keuangan yang di dalamnya terdapat pencatatan mengenai jumlah aset, 

utang atau kewajiban, dan aset bersih pada tanggal tertentu. 

4. Laporan Operasional (LO). LO adalah laporan keuangan yang di dalamnya 

mencatat informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas. 

5. Laporan Arus Kas (LAK). LAK adalah laporan keuangan yang di dalamnya 

mencatat aliran masuk dan aliran keluar uang pada sebuah perusahaan. 

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). LPE adalah laporan keuangan yang 

menjelaskan perubahan atas laba yang ditahan. 

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK adalah catatan tambahan 

atau informasi tambahan yang terletak pada bagian akhir laporan keuangan, 

CaLK ini sebagai bentuk informasi lebih lanjut. (Shafira Ramadhia Utami, 

2019) 

Tingkat pengungkapan wajib LKPD terhadap SAP di Indonesia dari hasil 

penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat dikatakan masih tergolong rendah. 

Dalam penelitian (Rahmayanti. 2018) menyatakan bahwa pada periode 2014 – 2016 

tingkat pengungkapan wajib LKPD terhadap SAP di Indonesia hanya sebesar 

58,09%. Kemudian hasil penelitian dari (Marliani, dkk. 2018) menyatakan bahwa 

LKPD kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebesar 54% pada periode 2014-2017. Dan 

LKPD provinsi Jawa Timur sebesar 57% pada tahun 2016. 
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Dewasa ini Pemerintah Daerah di Indonesia telah berhasil meningkatkan 

kualitas terhadap penyajian laporan keuangan dan hanya sedikit daerah yang belum 

menyajikan laporan keuangan dengan baik. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan 

oleh BPK menunjukkan bahwa kualitas audit yang diperoleh Pemerintah Daerah di 

Indonesia sangat memuaskan pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan banyaknya 

daerah yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  

Tabel 1. 1 Opini Pemerintah di Indonesia Tahun 2016-2019 

LKPD 
OPINI 

JUMLAH 
WTP % WDP % TW % TMP % 

2016 378 70% 141 26% 0  23 4% 542 

2017 411 76% 113 21% 0  18 3% 542 

2018 443 82% 86 16% 0  13 2% 542 

2019 485 90% 50 9% 0  6 1% 541 

Sumber: Ikhtisar Hasil Pembahasan Semester II Tahun 2019 

Seluruh laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia berhasil 

mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini disampaikan oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI). Sedangkan pada pemerintahan 

kabupaten opini Wajar Tanpa Pengecualian dicapai oleh 364 dari 415, dan 

pemerintahan kota opini Wajar Tanpa Pengecualian 87 dari 93. Tahun 2019 BPK 

telah memeriksa 541 dari 582 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP), pada 

semester 1 tahun 2020. Dalam IHPS yang telah disusun, hanya pemerintah 

kabupaten Waropen dari Provinsi Papua yang belum memberikan laporan 

keuangannya kepada BPK. Pada semester I tahun 2020, hasil pemeriksaan yang 

telah dilakukan oleh BPK mengungkapkan bahwa opini WTP sebanyak 485 LKPD, 
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opini WDP sebanyak 50 LKPD, dan opini TMP sebanyak 6 LKPD. Di tahun 2019 

jumlah opini WTP telah mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2018 LKPD 

yang mendapatkan opini WTP hanya 82% (Sumber: SIARAN PERS BPK RI). 

Menurut undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, Opini Audit merupakan 

pernyataan profesional atas kesimpulan setelah melakukan pemeriksaan tentang 

kewajaran suatu asersi atau informasi yang dinyatakan pada laporan keuangan. 

Dalam penelitian (Suryaningsih dan Sisdyani. 2016) Opini audit yang diberikan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan dapat 

mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah untuk memberikan kinerjanya 

secara maksimal. Hal ini berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh (Naopal dkk. 2017) bahwa semakin baik atau bagus opini yang diberikan 

auditor maka pengungkapan yang dilakukan akan semakin memadai. 

Temuan audit adalah sekumpulan data dan informasi terhadap kasus-kasus 

yang telah diuji dan diolah terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

terhadap laporan keuangan pemerintahan daerah (LKPD). Ketika BPK dalam 

melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan menemukan banyak 

kejanggalan, maka laporan keuangan tersebut dinyatakan tidak baik. Jika kondisi 

tersebut terjadi BPK akan segera meminta pemerintah daerah tersebut untuk 

mengoreksi dan meningkatkan pengungkapan sebagai bentuk perbaikan terhadap 

kualitas laporan keuangan yang disajikan. Hal ini membuktikan bahwa temuan 

audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan pada 

laporan keuangan pemerintah daerah.  
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Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan 

pemerintah daerah adalah karakteristik daerah. Seperti yang telah disebutkan oleh 

(Suhardjanto dan Yulianing tyas. 2011) Karakteristik daerah bersifat khusus atau 

spesifik sehingga menandai suatu kabupaten atau kota untuk membedakan antara 

pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah yang lain. Pernyataan tersebut 

didukung kembali oleh (A’alimatul Muflihatin. 2016) karakteristik daerah 

merupakan identitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Karakteristik 

daerah diharapkan bisa menjadi variabel yang dapat mempengaruhi tingkat 

pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Karakteristik 

daerah dapat diukur dengan kekayaan pemerintah daerah, di mana hasil hipotesis 

dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ingram. 1984) kekayaan pemerintah 

mempunyai hubungan positif terhadap peningkatan pengungkapan laporan 

keuangan karena kekayaan pemerintah merupakan gambaran bagaimana kualitas 

manajemen. Dan didukung Kembali oleh penelitian yang dilakukan oleh (Hilmi dan 

Martani. 2012) serta (Martani dan Liestiani. 2008) mengemukakan hasil 

penelitiannya bahwa kekayaan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Maka dari itu dapat disimpulkan 

bahwa, semakin besar kekayaan pemerintah maka semakin besar pula sumber daya 

yang dimiliki untuk melakukan pengungkapan yang lebih.  

Selanjutnya, karakteristik daerah dapat diukur juga dengan rasio 

kemandirian. Penelitian yang dilakukan oleh (Setyaningrum dan Safitri. 2012) serta 

(Girsang dan Yuyetta. 2015) menyatakan bahwa rasio kemandirian tidak 

mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan pada laporan 
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keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Suparno dan Nanda. 2016) serta (Lesmana. 2010) menyatakan bahwa rasio 

kemandirian mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan pada 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

Di Indonesia pelaksanaan audit untuk sektor publik dilakukan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi satu-satunya lembaga negara yang 

bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab terhadap keuangan 

pada sektor publik. Yang nantinya penelitian ini akan menggunakan variabel yang 

berupa opini audit, temuan audit, dan karakteristik daerah sebagai faktor yang 

mempengaruhi tingkat pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah. 

Dalam penelitian ini penulis mencoba menghubungkan pengaruh opini 

audit terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah. 

Kemudian penulis akan melakukan penelitian terhadap bagaimana pengaruh 

temuan audit terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah 

daerah. Dan penulis menambahkan karakteristik daerah yang akan diukur dengan 

kekayaan pemerintah dan rasio kemandirian. Variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini telah tersedia dalam LKPD tahun 2016-2019. 

Peneliti sangat tertarik dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang 

menjadikan karakteristik daerah sebagai variabel kontrol. Seperti yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya bahwa karakteristik daerah bisa diukur dengan 

ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, dan tingkat ketergantungan pada pusat 

(Noviyanti dan Kiswanto, 2016). Yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya terletak pada pengukurannya, di mana peneliti 
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menggunakan kekayaan pemerintah dan rasio kemandirian. 

Dari beberapa jurnal yang pernah penulis baca, banyak sekali hasil hipotesis 

yang berbeda-beda dalam meneliti opini audit, temuan audit, dan karakteristik 

daerah dalam memberikan pengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada laporan 

keuangan pemerintah daerah yang di mana banyaknya ketidakkonsistenan atas hasil 

penelitian tersebut. Hal ini membuat penulis tertarik untuk membahasnya dalam 

penelitian ini. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan kontribusi untuk 

menjawab ketidakkonsistenan terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya. 

Penulis akan menjadikan penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang 

pengungkapan laporan keuangan pada pemerintah daerah sebagai bahan 

perbandingan dan pertimbangan.  

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode yang pernah dilakukan 

oleh Liestiani (2008), yang di mana tujuannya adalah untuk melakukan pengujian 

sensitivitas, yaitu untuk mengetahui apakah hasil pengujian yang dilakukan oleh 

penulis sama. Metode ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Evanti Andriani 

(2012) dengan objek opini audit dan temuan audit terhadap LKPD 2006-2010. 

Yang membedakan penelitian ini dengan Evanti Andriani (2012) adalah terletak 

pada penambahan variabelnya, peneliti menambahkan karakteristik daerah dan 

LKPD yang digunakan adalah tahun 2016-2019. 

Dengan demikian, penulis ingin melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya 

sebagaimana yang telah dijelaskan di atas terkait variabel-variabel yang akan 

digunakan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah 

seluruh provinsi di Indonesia. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian ini 
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dengan judul “Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Karakteristik 

Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Pada Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian 

sebagai berikut 

1. Apakah Opini Audit dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat 

pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)? 

2. Apakah Temuan Audit dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat 

pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)? 

3. Apakah Karakteristik Daerah dapat memberikan pengaruh terhadap 

pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis bagaimana pengaruh Opini Audit tahun sebelumnya 

terhadap tingkat pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah di tahun berikutnya. 

2. Melakukan analisis bagaimana pengaruh Temuan Audit tahun sebelumnya 

terhadap tingkat pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah di tahun berikutnya. 
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3. Melakukan analisis bagaimana pengaruh Karakteristik Daerah terhadap 

tingkat pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Untuk penulis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap apa 

saja yang dapat mempengaruhi pengungkapan dalam pengujian laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

2. Bagi mahasiswa penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian yang akan datang dan dapat menambah ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang audit. 

3. Masyarakat dapat menjadikan penelitian ini sebagai media informasi untuk 

mengetahui seperti apa kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Yang 

diharapkan masyarakat akan melakukan pengawasan kinerja keuangan 

pemerintah daerah tersebut. 

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menjadikan penelitian ini sebagai 

bahan evaluasi, analisis, dan rekomendasi yang diharapkan mampu 

memberikan informasi dalam menjalankan tugas pemeriksaan, sehingga 

dapat mendorong agar tercapainya akuntabilitas pemerintah daerah dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

5. Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas Laporan 

Keuangannya agar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dan 

sebagai bahan koreksi terhadap kinerja keuangan pemerintah untuk periode 
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selanjutnya agar tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik serta 

menyejahterakan rakyat. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan dan sistematika penelitian. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Mencangkup tinjauan pustaka yang di dalamnya membahas mengenai masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini yang meliputi landasan teori, penelitian 

terdahulu, dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi populasi dan sampel, 

variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang analisis deskriptif, analisis statistik, analisis regresi berganda, dan 

pengujian hipotesis. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 
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Membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab 

sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian berikutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Transparansi dan Akuntabilitas 

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang 

terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat 

memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan 

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai 

pertanggungjawabannya. Akuntabilitas merupakan sebuah konsep etika yang 

berkaitan dengan kemampuan untuk menjelaskan atas aktivitas yang telah 

dilakukan dan keputusan yang diambil. Untuk mendorong agar terwujudnya tata 

kelola pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan good governance dalam 

menjalankan otonomi daerah. Di Indonesia prinsip good governance tertuang dalam 

Pasal 20 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Di mana 

pasal tersebut mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang wajib 

dijalankan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan.  

 Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana dalam penyelenggaraan 

pemerintahan wajib adanya pengawasan yang dapat menjamin pendistribusian dana 

tersebut agar direalisasikan secara merata kepada seluruh sektor publik sehingga 

terciptanya efektivitas dan efisiensi yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. 
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Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana daerah secara transparan dan 

akuntabel pemerintah daerah wajib menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

2.1.2 Teori Agensi Pada Pemerintahan 

Dalam teori agensi terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau 

kontrak, yaitu pihak principal dan pihak agent. Pihak principal adalah pihak yang 

memberikan kewenangan sedangkan pihak agent adalah pihak yang menerima 

kewenangan (Halim. 2012) Maksud dari pihak prinsipal di sini adalah yang 

memberikan wewenang kepada pihak agen untuk mengelola suatu kegiatan dan 

adanya tindakan pengambilan keputusan. Dalam pemerintahan, yang menjadi pihak 

prinsipal adalah rakyat sedangkan yang menjadi pihak agent adalah pemerintah, di 

mana pemerintah akan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.  

Pemerintah Daerah harus menjalankan kewajibannya sebagai pihak yang 

mengelola. Aktivitas yang dilakukan harus menunjang kepentingan masyarakat 

agar terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Sebagai pihak yang memiliki 

informasi dan wewenang lebih terhadap sumber daya daerah yang dikelola, pejabat 

pemerintah sering membuat keputusan atau kebijakan yang hanya mementingkan 

pemerintah dan penguasa kemudian mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan 

rakyat. Untuk meminimalisirkan kondisi tersebut, upaya yang harus dilakukan 
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pemerintah daerah adalah dengan menyajikan laporan keuangan secara transparan 

dan akuntabel. Dan juga perlu adanya monitoring dari pihak prinsipal dalam 

mengawasi pihak agen. Bentuk dari monitoring tersebut adalah Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah. 

Pemerintah dikatakan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar 

adalah dengan memberikan transparansi dan akuntabilitas terkait informasi yang 

mereka miliki. Dengan pengungkapan LKPD yang sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, maka pemerintah telah melaksanakan tugas 

dan bersedia mempertanggungjawabkan. 

 

2.1.3 Pemeriksaan Keuangan Daerah 

Menurut undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara No. 15 Tahun 2004, Pemeriksaan adalah proses 

identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, 

objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan di mana untuk menilai 

kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.  

 

2.1.4 Badan Pemeriksa Keuangan 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) 

merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang untuk memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam UUD 1945, BPK 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_tinggi_negara
https://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945
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merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Sebagaimana yang telah 

diamanahkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 31 ayat (1) tentang 

Keuangan Negara, yang menjelaskan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota wajib 

untuk menyampaikan rancangan peraturan daerahnya sebagai bentuk tanggung 

jawab dalam pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) dalam bentuk laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) paling lama enam (6) bulan. 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang membahas mengenai 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan 

bahwa BPK dalam melakukan pemeriksaan terdiri atas tiga (3) jenis yaitu: 

1. Pemeriksaan keuangan 

Tujuan dari dilakukannya pemeriksaan keuangan adalah untuk meyakinkan 

bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dan juga memberikan opini atas 

kewajaran informasi keuangan yang terdapat pada laporan keuangan. 

2. Pemeriksaan kinerja 

Tujuan dari dilakukannya pemeriksaan kinerja adalah untuk mengukur 

bagaimana aspek efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. 

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu 

Tujuan dari dilakukannya pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah untuk 

memberikan kesimpulan terhadap hal yang diperiksa. Opini maupun 

penilaian kinerja tidak boleh disampaikan dalam PDTT. 
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BPK merupakan lembaga negara yang independen, mandiri, serta 

profesional yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara agar terwujudnya pemerintahan yang baik, yaitu 

bebas dari KKN. Hal ini disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Tujuan dilakukannya audit oleh BPK RI adalah untuk memberikan 

pernyataan profesional atau memberikan opini atas pemeriksaan yang telah 

dilakukan untuk menilai kewajaran informasi keuangan yang terdapat dalam 

laporan keuangan pemerintah daerah. Empat (4) kriteria yang dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam penentuan opini yaitu: 

1. Kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

2. Efektivitas pada SPI 

3. Kepatuhan atas peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini 

4. Kecukupan dalam pengungkapan  

BPK RI dalam melakukan pemeriksaan sangat menekankan pengujian terhadap 

bukti-bukti yang mendukung saldo akun dalam neraca, pengujian transaksi pada 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Arus Kas (LAK). Sebenarnya 

tujuan dari BPK RI dalam melakukan audit bukan untuk mencari kesalahan atau 

penyimpangan akan tetapi BPK RI berkewajiban untuk mengungkapkan jika hasil 

dari pengujian audit tersebut ditemukan penyimpangan. 
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2.1.5 Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Pengungkapan Pada LKPD 

2.1.5.1 Opini Audit 

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 11 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini audit 

merupakan pernyataan profesional pemeriksa terhadap tingkat kewajaran informasi 

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dan BPK 

sebagai lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan 

negara. 

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini 

terhadap kewajaran informasi keuangan yang disajikan. Opini audit memiliki empat 

(4) macam jenis, yaitu: 

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

3. Opini Tidak Wajar (TW) 

4. Opini Tidak memberikan pendapat (TMP) 

Dalam memberikan opini audit terhadap laporan keuangan BPK memiliki 

kriteria yaitu, penilaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan dan evaluasi terhadap keefektifan Sistem Pengendalian Internal (SPI). 

 

2.1.5.2 Temuan Audit 

Temuan audit merupakan hasil dari evaluasi terhadap bukti-bukti audit yang 

telah dikumpulkan berdasarkan kriteria audit (sumber: 2019 Belumlama.com - All 
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Right Reserved). Indikasi dari temuan audit adalah, baik dan sesuai ataupun 

ketidaksesuaian berdasarkan kriteria audit. Jika terindikasi bahwa temuan audit 

tersebut dinyatakan tidak sesuai maka akan diberikan untuk melakukan perbaikan. 

Adapun maksud dari ketidaksesuaian adalah ditemukannya penyimpangan dari 

bukti objektif berdasarkan kriteria audit yang telah ditetapkan oleh auditor. Untuk 

itu jika hal ini terjadi maka harus segera diinvestigasi agar bisa mengetahui kriteria 

audit apa yang dilanggar dan membuat rekomendasi tindakan untuk perbaikan. 

BPK RI melakukan audit bertujuan untuk menguji dan mendeteksi salah saji 

material pada laporan keuangan. Jika BPK RI menemukan penyimpangan setelah 

melakukan audit maka wajib untuk mengungkapkannya sebagai temuan audit 

tersebut. Salah saji biasanya disebabkan karena lemahnya sistem pengendalian 

internal (SPI), ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, dan adanya penyimpangan-penyimpangan lainnya. Adanya salah saji dapat 

mempengaruhi informasi terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu perlu adanya 

rancangan untuk melakukan pemeriksaan agar bisa mendeteksi secara maksimal.  

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap LKPD pada semester 

I tahun 2020 mengungkapkan adanya 6.160 temuan yang memuat 10.499 

permasalahan yang terdiri atas 5.175 permasalahan sistem pengendalian intern dan 

5.324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

sebesar Rp1,52 triliun. Hal ini mengakibatkan entitas harus melakukan penyetoran 

uang ke kas negara/daerah dan bisa juga dalam bentuk aset dengan nilai Rp. 285,79 

miliar (sumber: BPK RI 2020). 
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2.1.6 Karakteristik daerah 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2006), karakteristik adalah ciri- 

ciri khusus, atau mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu yang 

membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 

2011) menyatakan bahwa karakteristik daerah adalah karakteristik khusus atau 

spesifik yang melekat pada suatu daerah dan pemerintahannya. Karakteristik dari 

suatu daerah dapat memberikan gambaran atas perbedaan antara pemerintah daerah 

satu dengan pemerintah daerah yang lain.  

Karakteristik daerah diharapkan bisa menjadi salah satu variabel yang dapat 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Karakteristik daerah 

dapat digunakan sebagai gambaran terhadap kepatuhan pemerintah atau tingkat 

ketaatan dalam pengungkapan informasi pada laporan keuangan yang bersifat 

wajib. 

Oleh karena itu karakteristik daerah bisa digunakan untuk memprediksi 

tingkat ketaatan atau kepatuhan pemerintah daerah terhadap pengungkapan 

informasi yang sifatnya wajib disampaikan pada laporan keuangan.  

 

2.2 Telaah Penelitian Dahulu 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, 

penelitian tersebut dijadikan sebagai bahan acuan untuk mengembangkan teori pada 

penelitian ini. Berikut adalah hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis 
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dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

 

Tabel 2. 1 Review Kajian Terdahulu 

No Nama 

Penelitian 

Dan Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Objek Dan 

Tempat 

Kajian 

Temuan Kajian 

1. Sulardi , 

Shafira 

Ramadhia 

Utami 

(2019) 

Pengaruh 

Karakteristik Daerah, 

Opini Audit, Dan 

Rasio Kemandirian 

Terhadap 

Pengungkapan 

Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Pemerintah 

kabupaten/ 

kota di 

Indonesia pada 

tahun 2017 

yang 

memenuhi 

kriteria. 

Hasil analisis pada 458 

pemda menunjukkan 

rerata pengungkapan 

pada laporan keuangan 

pemerintah daerah 

sebesar 60,42%. Hasil 

analisis selanjutnya 

menunjukkan variabel 

populasi dan IPM 

berpengaruh positif 

pada pengungkapan 

laporan keuangan 

pemerintah daerah, 

sedangkan variabel 

opini audit dan rasio 

kemandirian daerah 
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tidak mempengaruhi 

pengungkapan laporan 

keuangan pemda. 

2. Sari, Adelia 

Pramita Sari 

; Martani, 

Dewi 

martini ; 

Setyaningru

m. (2015) 

Pengaruh Temuan 

Audit, Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan dan 

Kualitas Sumber Daya 

Manusia terhadap 

Opini Audit melalui 

Tingkat 

Pengungkapan 

Laporan Keuangan 

Kementerian/Lembag

a 

Objek 

penelitian 

adalah K/L 

yang diperiksa 

oleh BPK 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

temuan audit, tindak 

lanjut rekomendasi 

audit, kapasitas sumber 

daya manusia operator 

berpengaruh positif 

terhadap opini audit 

melalui tingkat 

pengungkapan laporan 

keuangan. 

3. Andriani, 

Evanti 

(2012). 

Pengaruh Opini Audit 

Dan Temuan Audit 

Terhadap Tingkat 

Pengungkapan 

Pada Laporan 

Keuangan Pemerintah 

Daerah 

1. Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah tahun 

anggaran 

2008-2009 

2. Laporan 

Keuangan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

untuk kedua model 

hanya opini dan nilai 

temuan yang 

berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat 

pengungkapan. Untuk 
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Pemerintah 

Daerah yang 

telah diaudit 

oleh BPK 

3. Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah yang 

digunakan 

adalah laporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah 

Kabupaten 

atau Kota 

opini memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pengungkapan. 

Sedangkan untuk nilai 

temuan berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap 

pengungkapan. 

 

4. Priharjanto, 

Akhmad ; 

Wardani, 

Yusniar 

Yuliana 

(2016) 

Pengaruh Temuan, 

Tingkat 

Penyimpangan, Opini 

Audit, Dan 

Karakteristik daerah-

daerah Terhadap 

Tingkat 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

(LKPD) di 

Indonesia 

berdasarkan 

Dari 8 (delapan) faktor 

yang diteliti hanya 2 

(dua) yang berpengaruh 

secara signifikan yaitu 

opini audit dan jumlah 

penduduk. Opini audit 

serta jumlah penduduk 
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Pengungkapan 

Laporan Keuangan 

Pemerintah Provinsi 

Di Indonesia 

Standar 

Akuntansi 

Pemerintah 

(SAP), opini 

audit, temuan 

audit, tingkat 

penyimpangan 

audit, serta 

karakteristik 

lokal seperti 

aset regional, 

tingkat 

ketergantunga

n, luas 

wilayah, 

penduduk, dan 

Satuan Kerja 

Pemerintah 

Daerah 

(SKPD) 

berpengaruh positif 

terhadap tingkat 

pengungkapan laporan 

keuangan pemerintah 

provinsi. Hasil tersebut 

menunjukkan semakin 

bagus opini audit yang 

diperoleh maka 

semakin baik pula 

tingkat pengungkapan 

yang dilakukan oleh 

entitas tersebut. 

Kemudian Jumlah 

penduduk juga menjadi 

faktor yang signifikan 

dalam mempengaruhi 

pengungkapan. 
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5. Priharjanto 

& Wardani 

(2016) 

Pengaruh Temuan, 

Tingkat 

Penyimpangan, Opini 

Audit, Dan 

Karakteristik 

Pemerintah Daerah 

terhadap Tingkat 

Pengungkapan 

Laporan Keuangan 

Pemerintah Provinsi di 

Indonesia 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Provinsi di 

Indonesia 

dengan 

menggunakan 

8 (delapan) 

faktor yang 

diteliti. 

Opini audit serta jumlah 

penduduk berpengaruh 

positif terhadap tingkat 

pengungkapan laporan 

keuangan pemerintah 

provinsi. Dari hasil 

tersebut dapat 

dijelaskan bahwa 

semakin bagus opini 

audit yang diperoleh, 

maka semakin baik pula 

tingkat pengungkapan 

yang dilakukan oleh 

entitas tersebut. 

 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian ini akan menguji bagaimana pengaruh opini audit, temuan 

audit dan karakteristik daerah terhadap tingkat pengungkapan yang disajikan dalam 

laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk temuan audit diukur berdasarkan 

tingkat penyimpangan, sedangkan karakteristik daerah dibagi menjadi 2 (dua) 

pengukuran yaitu kekayaan pemerintah dan rasio kemandirian. Berikut adalah 

kerangka penelitian yang digunakan. 
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Gambar 2. 1 

Faktor Determinan Pengungkapan 

 

H1 (+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Opini Audit 

Opini Audit merupakan pernyataan profesional atas kesimpulan setelah 

melakukan pemeriksaan tentang kewajaran suatu asersi atau informasi yang 

dinyatakan pada laporan keuangan berdasarkan pada empat kriteria yang dijadikan 

dasar oleh auditor dalam memberikan sebuah opini, yaitu: 

1. Kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

2. Efektivitas pada SPI 

3. Kepatuhan atas peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini 

    

OPINI AUDIT 

 

TEMUAN AUDIT 

(Tingkat Penyimpangan) 

 

Tingkat Pengungkapan 

Pada Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Provinsi di Indonesia 

H2 (+) 

    

 

KEKAYAAN PEMERINTAH 

 

RASIO KEMANDIRIAN 

H3 (+) 

H4 (+) 
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4. Kecukupan dalam pengungkapan  

Oleh karena itu opini audit diindikasikan bahwa semakin tinggi atau semakin 

baik kualitas opini yang diberikan oleh auditor, maka pengungkapan tersebut 

dikatakan sangat memadai (Naoepal dkk. 2017). Prihardjanto dan Wardani (2016) 

dan Naopal dkk (2017) menunjukkan bukti bahwa opini atau pendapat audit 

merupakan determinan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. 

H1 : Opini audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pada LKPD. 

 

2.3.2 Temuan audit 

2.3.2.1 Tingkat Penyimpangan 

Tingkat penyimpangan adalah hal-hal apa saja yang memicu kesalahan 

dalam upaya pengungkapan terhadap laporan keuangan. Penyimpangan bisa 

terjadi pada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun 

pada sistem pengendalian intern.  

Menurut (Hilmi dan Martani. 2012), tingkat penyimpangan audit 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan 

keuangan pemerintah provinsi. Sama seperti hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh (Akhmad Priharjanto dan Yusniar Yuliana Wardani. 2016) jika tingkat 

penyimpangan audit yang dilakukan oleh pemerintah daerah besar maka BPK 

akan meminta pemerintah tersebut untuk menambah pengungkapan dan 

melakukan koreksi kembali. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan 

pengungkapan dan perbaikan atas kualitas laporan keuangan maka akan 
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mempengaruhi tingkat pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah. 

 

H2 : Tingkat penyimpangan audit berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan pada LKPD 

 

2.3.3 Karakteristik Daerah 

2.3.3.1 Kekayaan Pemerintah 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ingram. 1984) kekayaan daerah 

memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. 

Hal ini dikarenakan kekayaan daerah adalah sinyal terhadap kualitas manajemen, 

sinyal tersebut bagi manajemen dapat memberikan peluang yang besar agar terpilih 

kembali di periode yang selanjutnya. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan 

oleh (Martani dan Liestiani. 2008) serta (Hilmi dan Martani. 2012) mengungkapkan 

bahwa kekayaan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah, karena semakin besar 

kekayaan daerah maka semakin besar pula sumber daya yang dimiliki hal ini 

mengakibatkan pengungkapan yang lebih, karena sesuai dengan besarnya sumber 

daya yang dimiliki. Kesimpulan yang didapat dari penelitian sebelumnya adalah 

bahwa kenaikan kekayaan daerah berarti meningkatkan pengungkapan pada 

laporan keuangan. 

H3 : Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pada 

LKDP. 
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2.3.3.2 Rasio Kemandirian 

Menurut (Suryantini, Darmayanti, dan Candraninggrat. 2017). Rasio 

kemandirian adalah tingkat ketergantungan suatu daerah dengan pendanaan 

eksternal, dan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. 

Penelitian dari (Shafira Ramadhia Utami Sulardi. 2019) menyatakan bahwa 

semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin rendah pula tingkat 

ketergantungan suatu daerah pada pendanaan eksternal. Dan semakin tinggi rasio 

kemandirian berarti tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah 

tergolong tinggi. Dan juga hasil penelitian dari (Suparno, dan Nanda. 2016) serta 

(Lesmana. 2010) membuktikan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari rasio 

kemandirian terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah 

daerah. 

H4 : Rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pada 

LKPD. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah pemerintah daerah 

provinsi di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan pemerintah daerah provinsi dari tahun 2016 – 2019 yang di mana laporan 

tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian ini 

menggunakan sampel LKPD yang diambil dari tahun 2016 karena di tahun tersebut 

telah berjalan selama 12 tahun pengimplementasian terhadap standar akuntansi 

pemerintahan, yang artinya pemerintah telah memahami dalam penyusunan 

laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Diharapkan 

untuk tahun berikutnya pemerintah dapat meningkatkan kualitas dalam menyusun 

laporan keuangan daerahnya. 

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, teknik ini 

digunakan untuk menentukan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan 

tertentu, oleh karena itu kriteria dalam pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

provinsi di Indonesia dari tahun 2016 - 2019 yang telah diaudit oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

2. LKPD yang digunakan memiliki ketersediaan data yang menjadi 

variabel dalam penelitian. 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, di mana data 

tersebut didapat dari beberapa sumber. Data sekunder adalah data yang sebelumnya 

telah diolah dan peneliti mendapatkannya melalui media perantara. Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi di Indonesia dari tahun 2016 - 2019 

yang telah diaudit, diperoleh dari website Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia dan perlu beberapa hari untuk mengumpulkan data tersebut karena 

adanya proses administrasi dan persetujuan dari pihak BPK. Data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini seperti opini audit, temuan audit yang menjadi 

variabel bebas (independen variabel), kemudian data kekayaan pemerintah dan 

rasio kemandirian sebagai variabel kontrol telah tersedia dalam LKPD tersebut. 

 

3.3 Operasionalisasi Variabel 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan 

pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) provinsi di Indonesia. Tingkat 

pengungkapan pada LKPD provinsi yang dimaksud adalah perbandingan antara 

jumlah item yang diungkapkan pada LKPD provinsi dengan total pengungkapan 

yang seharusnya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku saat ini. 
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Metode yang digunakan untuk mengukur variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah dengan indeks scoring. Indeks scoring adalah pemberian skor terhadap 

daftar checklist item pengungkapan. Terdapat 34 item pengungkapan yang 

seharusnya ada dalam CaLK dalam penelitian ini. 34 item pengungkapan tersebut 

meliputi: informasi umum tentang entitas pelaporan dan akuntansi, kebijakan fiskal 

atau keuangan dan ekonomi makro, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan. 

Adapun sistematika pengukuran terhadap tingkat pengungkapan terhadap LKPD 

provinsi adalah sebagai berikut: 

1. Memberi skor terhadap setiap item pengungkapan secara dikotomi, di mana 

jika suatu item diungkapkan tersedia maka diberi nilai satu, dan jika suatu 

item diungkapkan tidak tersedia maka diberi nilai nol. 

2. Skor yang diberi nilai satu dijumlahkan untuk mendapatkan skor total. 

3. Menghitung indeks pengungkapan wajib dengan cara membagi skor total 

dengan item pengungkapan. Terdapat 34 pengungkapan dalam penelitian 

ini. Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dapat 

dilihat pada Lampiran 1 dan 2. 

𝐷𝐼𝑆𝐶 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛

𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑆𝐴𝑃
 

 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel Independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel 

lain, maksudnya adalah variabel ini yang menjadi penyebab atas perubahan variabel 
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dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini 

audit, temuan audit, dan karakteristik daerah. 

3.3.2.1 Opini Audit 

Dalam penelitian ini opini audit diukur dengan skala ordinal. Skala ordinal 

atau biasa disebut dengan skala peringkat adalah skala yang menggunakan bilangan 

atau lambang untuk menunjukkan tingkatan yang dijadikan sebagai objek 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Opini audit memiliki lima (5) jenis 

kategori baik terhadap sektor publik maupun sektor pribadi. Berikut lima (5) opini 

audit yang diurutkan berdasarkan yang paling rendah:  

1. Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) 

2. Tidak Wajar (TW) 

3. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

4. Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) 

5. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

Sehingga dalam penelitian ini pengukuran untuk opini audit Wajar Tanpa 

Pengecualian akan diberi nilai 5, Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf 

Penjelas diberi nilai 4, Wajar Dengan Pengecualian diberi nilai 3, Tidak Wajar 

diberi nilai 2, dan Tidak Menyatakan Pendapat diberi nilai 1. 

Tabel 3. 1 Klasifikasi Opini Audit 

Opini Audit terhadap LKPD Nilai 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 
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Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) 4 

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 3 

Tidak Wajar (TW) 2 

Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) 1 

 

3.3.2.2 Temuan Audit  

Temuan audit merupakan hasil dari evaluasi terhadap bukti audit yang telah 

dikumpulkan berdasarkan kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan 

bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara baik kesesuaian atau 

ketidaksesuaian kriteria audit atau peluang perbaikan. Maksud dari ketidaksesuaian 

adalah penyimpangan yang ditemukan dari bukti objektif atas kriteria audit yang 

telah ditetapkan auditor, oleh karena itu hal ini harus segera diinvestigasi agar bisa 

mengetahui dengan tepat kriteria audit mana yang dilanggar dan menetapkan 

rekomendasi tindakan untuk perbaikan. penelitian ini akan menggunakan tingkat 

penyimpangan sebagai salah satu bentuk temuan audit. Tingkat penyimpangan 

dapat diukur dengan cara total temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan dibagi dengan total belanja daerah. Nominal temuan 

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menggunakan jumlah 

nominal kasus-kasus yang berdampak pada kerugian daerah. Jika nominal tingkat 

penyimpangan tinggi berarti pengelolaan keuangan pemerintah tersebut tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan 

menghasilkan kualitas audit yang semakin rendah. 
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𝐷𝐸𝑉𝑁𝑂𝑀 =  
𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
 

 

Tabel 3. 2 Ringkasan Operasional Variabel Independen dan Hipotesis 

Variabel Independen Hipotesis 

Variabel Keterangan Ukuran Variabel 

OPINI Opini Audit Nilai 5 jika WTP 

Nilai 4 jika WTP-DPP 

Nilai 3 jika WDP 

Nilai 2 jika TW 

Nilai 1 jika TMP 

Positif 

TEMUAN 

AUDIT 

Temuan Audit 

yang diukur 

dengan tingkat 

penyimpangan 

Perbandingan antara nominal 

penyimpangan dan total belanja. 

Positif 

 

Sumber: Data diolah 

 

3.3.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol merupakan variabel yang dapat dikendalikan oleh peneliti 

yang bertujuan untuk meminimalisir pengaruh lain selain variabel bebas. 
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Diharapkan variabel kontrol ini dapat menambah keyakinan peneliti terhadap 

analisis interaksi antara variabel independen dan variabel dependen. 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah karakteristik daerah. Beberapa 

penelitian yang dilakukan sebelumnya telah mencoba meneliti pengaruh 

karakteristik daerah terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan 

pemerintah daerah dengan sampel yang berbeda-beda seperti latar belakang 

pemerintah daerah, jumlah penduduk, jumlah SKPD, ukuran daerah, dan 

sebagainya. Dalam penelitian ini akan menggunakan karakteristik daerah sebagai 

berikut: 

3.3.3.1 Kekayaan Pemerintah 

Dalam penelitian (Ingram. 1984) kekayaan pemerintah mempunyai 

hubungan yang positif terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan. Hal 

ini dikarenakan kekayaan pemerintah dapat memberikan gambaran terhadap 

kualitas manajemen, yang di mana gambaran tersebut menjadi sinyal dalam proses 

pengungkapan. Karena semakin tinggi kekayaan suatu daerah maka akan 

mempengaruhi pengungkapan pada laporan keuangan. 

𝑊𝐸𝐴𝐿𝑇𝐻 =  
𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑙𝑖 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ ( 𝑃𝐴𝐷 )

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 

 

3.3.3.2 Rasio Kemandirian 

Penelitian yang dilakukan oleh (Suryantini, Darmayanti, dan 

Candraninggrat. 2017) menyatakan bahwa rasio kemandirian menunjukkan 

seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap pendapatan eksternal dan 
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seberapa besar tingkat keterlibatan masyarakat terhadap pembangunan daerah. 

Dengan hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa adanya pengaruh positif yang 

signifikan dari variabel rasio kemandirian terhadap tingkat pengungkapan laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

𝑅𝑆𝐷𝑃𝑁𝐷 =
𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑙𝑖 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟
 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Dalam melakukan analisis data, penelitian ini bersifat kuantitatif. Oleh 

karena itu pengujian dilakukan dengan cara menguji bagaimana hubungan antara 

variabel independen (variabel bebas), variabel dependen (variabel terikat), dan 

variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan data cross section dan model 

penelitian regresi yang berbasis ordinary least square (OLS). Dalam analisis data, 

penulis menggunakan analisis deskriptif untuk menentukan batas tertinggi 

(maksimum) dan batas terendah (minimum) terhadap data. Sedangkan pengujian 

asumsi dasar pada model regresi, dan pengujian hipotesis pada hasil regresi 

menggunakan t - statistik dan F – statistik. 

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Penulis melakukan analisis deskriptif terhadap data yang menjadi variabel 

penelitian ini. Data tersebut tersedia di dalam laporan keuangan pemerintah daerah 

provinsi yang menjadi sampel. adapun tujuan dari analisis statistik deskriptif ini 

adalah untuk memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti bagaimana 
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distribusi dan perilaku data sampel. Analisis statistik deskriptif yang dilakukan 

terdiri dari range, minimum, maximum, mean, standard deviation, dan variance. 

 

3.4.2 Analisis Korelasi Antar Variabel (Pearson Correlation) 

 Analisis pearson correlation digunakan untuk melihat bagaimana hubungan 

antara dua variabel. Baik hubungan variabel independen dengan variabel dependen 

ataupun variabel independen dengan variabel independen bagaimana tingkat 

signifikansinya. Hubungan antara dua variabel tersebut digunakan untuk melihat 

apakah adanya potensi multikolinearitas, yaitu sebuah situasi yang menunjukkan 

apakah adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara dua variabel bebas atau 

lebih. Jika hasil pengujian bernilai > 0,5 maka korelasi antar variabel cukup kuat. 

Akan tetapi jika hasil pengujian bernilai < 0,5 maka korelasi lemah.  

 

3.4.3 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang wajib dipenuhi 

dalam analisis regresi. Tujuan dari pengujian asumsi klasik adalah untuk 

memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki 

ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Dalam penelitian ini uji asumsi 

klasik yang digunakan adalah uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, uji 

multikolinearitas, dan uji autokorelasi. 

 

3.4.3.1 Uji Normalitas Data 

Tujuan dari dilakukannya uji normalitas adalah untuk menguji apakah 
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variabel residual berdistribusi normal atau tidak. Jika distribusi data normal atau 

mendekati normal maka model regresi tersebut dikatakan baik. Uji F dan uji T 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, jika tidak maka 

uji statistik menjadi tidak valid. Dianjurkan untuk dilengkapi dengan uji statistik, 

salah satunya adalah statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

1. Jika nilai Sig. yang terdapat pada kolom Shapiro-Wilk dan 

Kolmogorov-Smirnov lebih kecil dari alpha (tingkat kesalahan yang 

telah ditetapkan) yaitu 0,05. Yang artinya data tersebut berdistribusi 

tidak normal.  

2. Jika nilai Sig. yang terdapat pada kolom Shapiro-Wilk dan 

Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari alpha (tingkat kesalahan yang 

telah ditetapkan) yaitu 0,05. Yang artinya data tersebut berdistribusi 

normal. 

 

3.4.3.2 Uji Heteroskedastisitas (Heteroscedasticity) 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ghozali. 2011) tujuan dari uji 

heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu ke pengamatan yang lain. Gangguan 

heteroskedastisitas sering muncul pada data cross section, dan juga bisa terjadi pada 

data time series. Jika terdapat heteroskedastisitas dalam model ini, maka varians 

tidak sama atau error tidak. Jika terjadi gejala heteroskedastisitas akan berakibat 

pada sebuah keraguan pada suatu hasil analisis regresi yang dilakukan. 
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3.4.3.3 Uji Multikolinearitas (Multicollinearity) 

Tujuan dari dilakukannya uji multikolinearitas adalah untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Dalam kenyataannya sulit sekali menemukan dua variabel bebas yang tidak 

berkorelasi (korelasi = 0), tetapi ada multikolinearitas yang signifikan dan tidak 

signifikan (mendekati 0). Multikolinearitas yang rendah menandakan model 

penelitian tersebut baik. Jika multikolinearitas tinggi maka tidak dapat memisahkan 

efek parsial dari satu variabel independen terhadap variabel independen lainnya. 

Multikolinearitas dapat dilihat jika correlation matrix pada program Eviews 8, jika 

korelasi antar variabel independen kurang dari 0,8 maka dikatakan tidak ada 

multikolinearitas. Multikolinearitas dapat diatasi dengan cara menghilangkan atau 

menghapus salah satu variabel yang tidak signifikan. 

 

2.3.1.1 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara 

residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali. 2011). 

Untuk mendeteksi apakah ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi 

linear berganda biasanya menggunakan metode Durbin-Watson. Dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1. Jika d < dL atau d > (4-dL) maka hipotesis nol ditolak, yang artinya terdapat 

masalah autokorelasi. 
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2. Jika d terletak antara dU dan (4-dU) maka hipotesis nol diterima, yang 

artinya tidak ada autokorelasi. 

3. Jika d terletak antara dL dan dU atau di antara (4-dU) dan (4-dL) maka dapat 

memberikan kesimpulan yang pasti. 

 

3.4.4 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi berganda (R2) bertujuan untuk mengukur 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi terhadap variabel 

dependen. Nilai dari R2 yaitu antara 0 dan 1 ( 0 < R2 > 1), jika nilai R2 semakin 

tinggi maka semakin baik suatu regresi tersebut. Karena jika nilai R menjauhi 1 

berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen 

sangat sedikit. Akan tetapi jika nilai R mendekati 1 berarti variabel independen 

dapat memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi 

variasi dependen (Ghozali, 2011). 

 

3.4.5 Uji Hipotesis 

3.4.5.1 Uji Kelayakan Model (F) 

Tujuan dari Uji kelayakan model adalah untuk mengetahui apakah variabel 

independen dalam penelitian dapat mempengaruhi variabel dependen. Sehingga 

dapat memberikan kesimpulan apakah model tersebut layak digunakan atau tidak. 

Signifikansi pengujian adalah 0,05 (alpha = 5%). Berdasarkan penelitian (Ghozali. 

2011) ketentuan penolakan atau penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut: 

1. Jika probabilitas f-statistik > α = 5%, maka H0 ditolak 

2. Jika probabilitas f-statistik > α = 5%, maka H0 diterima 
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3.4.5.2 Uji t-statistik (Uji Parsial) 

Tujuan dari uji t-statistik adalah untuk mengetahui signifikansi dan seberapa 

besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui 

apakah koefisien variabel independen memiliki hubungan yang signifikan atau 

tidak terhadap variabel dependen dapat dilihat dari probabilitas t-statistik, yang 

selanjutnya nilai probabilitas t-statistik ini dibandingkan dengan α = 5%, kriterianya 

sebagai berikut (Ghozali. 2011): 

1. Jika t sig < 0,05 maka Ha diterima dan menolak Ho, yang berarti bahwa 

variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

2. Jika t sig > 0,05 maka Ha ditolak dan menerima Ho, yang berarti bahwa 

variabel independen tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Objek 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah seluruh provinsi di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan 

tahun 2019. Total keseluruhan dari LKPD provinsi yang diteliti sebanyak 136 

laporan keuangan, yang terdiri dari 34 provinsi untuk laporan keuangan tahun 2016-

2019. Seluruh laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) yang didapatkan peneliti melalui website BPK RI. Variabel yang 

dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini telah tercantum dalam laporan keuangan 

tersebut seperti opini audit, tingkat penyimpangan, kekayaan pemerintah, dan rasio 

kemandirian. 

Tabel 4. 1 Jumlah Data Variabel 

Tahu

n 

Telah 

diaudit 

BPK 

Opini dari BPK Data 

Tingkat 

Penyimpan

gan 

Data 

Kekayaan 

Pemerintah 

Data 

Rasio 

Kemandiri

an 

WTP WDP 

2016 34 30 4 34 34 34 

2017 24 34 0 34 34 34 

2018 34 31 3 34 34 34 

2019 34 34 0 34 34 34 

Total 136 136 136 136 136 
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4.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif yang dilakukan terdiri dari rata-rata (mean), dan 

standar deviasi untuk mendeskripsikan data masing-masing variabel penelitian di 

mana untuk menentukan batas minimum dan batas maksimum data dari masing-

masing variabel penelitian agar menghilangkan data-data yang bersifat outlier. 

Berikut hasil analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan. Bisa dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif 

  
N Range Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 
Variance 

OPINI AUDIT 136 2 3 5 4.90 0.444 0.197 

TINGKAT PENYIMPANGAN 136 0.3636 0.00002 0.3636 0.014824 0.0534440 0.003 

KEKAYAAN PEMERINTAH 136 0.7334 0.0002 0.7337 0.345267 0.1680362 0.028 

RASIO KEMANDIRIAN 136 3.1406 0.0005 3.1411 0.691165 0.5485026 0.301 

TINGKAT PENGUNGKAPAN 136 0.4118 0.5588 0.9706 0.811851 0.0927515 0.009 

Valid N (listwise) 136              

 

Kesimpulan yang didapat dari analisis statistik deskriptif tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Pada variabel Opini Audit, nilai rata-rata sebesar 4, 90. Dengan nilai Standar 

Deviasi sebesar 0,44. Untuk nilai tertinggi sebesar 5, 00 dan nilai terendah 

sebesar 3,00 di mana nilai tersebut didapat dari penilaian opini WTP yang 

diberi nilai 5 dan WDP yang diberi nilai 3 pada LKPD Provinsi dari tahun 

2016 – 2019.  

2. Pada variabel Tingkat Pengungkapan, nilai rata-rata sebesar 0, 0148. 

Dengan nilai Standar Deviasi sebesar 0, 0534. Untuk nilai tertinggi sebesar 

0, 3636 atau 36,4% di mana nilai tersebut didapat dari Provinsi Kalimantan 
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Barat pada tahun 2016. Dan nilai terendah sebesar 0,00002 atau 0,002% di 

mana nilai tersebut didapat dari Provinsi Banten pada tahun 2017. 

3. Pada variabel Kekayaan Pemerintah, nilai rata-rata sebesar 0, 3452. Dengan 

nilai Standar Deviasi sebesar 0, 1680. Untuk nilai tertinggi sebesar 0, 7337 

atau 73,37% di mana nilai tersebut didapat dari Provinsi DKI Jakarta pada 

tahun 2019. Dan nilai terendah sebesar 0,0002 atau 0,02% di mana nilai 

tersebut didapat dari Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2017. 

4. Pada variabel Rasio Kemandirian, nilai rata-rata sebesar 0, 6911. Dengan 

nilai Standar Deviasi sebesar 0, 5485. Untuk nilai tertinggi sebesar 3, 1411 

di mana nilai tersebut didapat dari Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019. 

Dan nilai terendah sebesar 0,0005 di mana nilai tersebut didapat dari 

Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2017. 

5. Pada variabel Tingkat Pengungkapan, nilai rata-rata sebesar 0, 8118 atau 

81,18%. Dengan nilai Standar Deviasi sebesar 0, 0927. Untuk nilai tertinggi 

sebesar 0, 9706 atau 97,06% di mana nilai tersebut didapat dari Provinsi 

DKI Jakarta pada tahun 2016. Dan nilai terendah sebesar 0,5588 atau 

55,88% di mana nilai tersebut didapat dari Provinsi Bangka Belitung pada 

tahun 2019.  

 

 

4.3 Analisis Korelasi Antar Variabel (Pearson Correlation) 

Analisis Korelasi Antar Variabel (Pearson Correlation) bertujuan untuk 

mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan 
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koefisien korelasi (r) dan jenis hubungan antar variabel x dan y dapat bersifat positif 

dan negatif. 

Tabel 4. 3 Analisis Korelasi Antar Variabel 

    

OPINI 

AUDIT 

TINGKAT 

PENYIMPANGAN 

KEKAYAAN 

PEMERINTAH 

RASIO 

KEMANDIRIAN 

TINGKAT 

PENGUNGKAPAN 

OPINI AUDIT Pearson Corelation 1 (0.132) 0.197 0.025 0.066 

  Sig. (2-tailed)   0.126 0.022 0.774 0.446 

  N 136 136 136 136 136 

TINGKAT PENYIMPANGAN Pearson Corelation (0.123) 1 (0.077) (0.100) (0.155) 

  Sig. (2-tailed) 0.126   0.375 0.245 0.072 

  N 136 136 136 136 136 

KEKAYAAN PEMERINTAH Pearson Corelation 0.197 (0.077) 1 0.833 0.086 

  Sig. (2-tailed) 0.022 0.375  0.000 0.321 

  N 136 136 136 136 136 

RASIO KEMANDIRIAN Pearson Corelation 0.025 (0.100) 0.833 1 0.174 

  Sig. (2-tailed) 0.774 0.245 0.000   0.042 

  N 136 136 136 136 136 

TINGKAT PENGUNGKAPAN Pearson Corelation 0.066 (0.155) 0.086 0.174 1 

  Sig. (2-tailed) 0.446 0.072 0.321 0.042   

  N 136 136 136 136 136 

 

Berdasarkan hasil uji Analisis Korelasi Antar Variabel (Pearson 

Correlation) dapat dinyatakan bahwa: 

1. Nilai signifikansi opini audit terhadap temuan audit 0,126, rasio 

kemandirian 0,774, dan tingkat pengungkapan 0,446 maka dengan hasil 

tersebut dikatakan tidak berkorelasi. Pada kekayaan pemerintah 0,022 maka 

dengan hasil tersebut dikatakan berkorelasi. Sedangkan derajat hubungan 

antara opini audit terhadap temuan audit, kekayaan pemerintah, rasio 

kemandirian dan tingkat pengungkapan tidak ada korelasi karena nilai 

pearson correlation di antara 0,00 – 0,20. 
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2. Nilai signifikansi temuan audit terhadap opini audit 0,126, kekayaan 

pemerintah 0,375, dan rasio kemandirian 0,245 maka dengan hasil tersebut 

dikatakan tidak berkorelasi. Pada tingkat pengungkapan 0,075 maka dengan 

hasil tersebut dikatakan berkorelasi. Sedangkan derajat hubungan antara 

temuan audit terhadap opini audit, kekayaan pemerintah, rasio kemandirian 

dan tingkat pengungkapan tidak ada korelasi karena nilai pearson 

correlation di antara 0,00 – 0,20. 

3. Nilai signifikansi kekayaan pemerintah terhadap temuan audit 0,375, dan 

tingkat pengungkapan 0,321 maka dengan hasil tersebut dikatakan tidak 

berkorelasi. Pada opini audit 0,022 dan rasio kemandirian 0,000 maka 

dengan hasil tersebut dikatakan berkorelasi. Sedangkan derajat hubungan 

antara kekayaan pemerintah terhadap opini audit, temuan audit, dan tingkat 

pengungkapan tidak ada korelasi karena nilai pearson correlation di antara 

0,00 – 0,20. Dan rasio kemandirian berkorelasi sempurna karena nilai 

pearson correlation di antara 0,81 – 1,00. 

4. Nilai signifikansi tingkat penyimpangan terhadap opini audit 0,446, temuan 

audit 0,072, dan kekayaan pemerintah 0,321 maka dengan hasil tersebut 

dikatakan tidak berkorelasi. Pada rasio kemandirian 0,042 maka dengan 

hasil tersebut dikatakan berkorelasi. Sedangkan derajat hubungan antara 

opini audit, temuan audit, dan tingkat pengungkapan tidak ada korelasi 

karena nilai pearson correlation di antara 0,00 – 0,20. Dan kekayaan 

pemerintah berkorelasi sempurna karena nilai pearson correlation di antara 

0,81 – 1,00. 
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5. Nilai signifikansi rasio kemandirian terhadap opini audit 0,774 dan temuan 

audit 0,245 maka dengan hasil tersebut dikatakan tidak berkorelasi. 

kekayaan pemerintah 0,000 dan tingkat pengungkapan 0,042 maka dengan 

hasil tersebut dikatakan berkorelasi. Sedangkan derajat hubungan antara 

opini audit, temuan audit, kekayaan pemerintah dan rasio kemandirian tidak 

ada korelasi karena nilai pearson correlation di antara 0,00 – 0,20. 

 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Yang bertujuan 

untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. model 

regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Adapun 

dasar dalam pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi > 0,05 maka nilai 

residual berdistribusi normal dan jika nilai signifikansi < 0,05 maka nilai residual 

tidak berdistribusi normal. 

Tabel 4. 4 Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

    Unstandardized Residual 

N  136 

Normal Parameters Mean 0.0000000 

  Std. Deviation 0.08957206 

Most Extreme 

Differences Absolute 
0.079 

  Positive 0.048 

  Negative (0.079) 

Test Statistic  0.079 

Asymp. Sig. (2-talied)   0.039 
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Berdasarkan hasil uji normalitas di atas bahwa nilai signifikansi sebesar 

0,039 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

residual tidak berdistribusi normal. 

 

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas (Heteroscedasticity) 

Uji Heteroskedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam 

model regresi. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam model regresi 

yang baik adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika terjadi gejala 

heteroskedastisitas akan berakibat pada sebuah keraguan pada suatu hasil analisis 

regresi yang dilakukan. 

Gambar 4. 1 
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Pada gambar di atas dapat disimpulkan bahwa, titik-titik data menyebar. 

pada gambar di atas titik-titik berada di sekitar angka 0, titik-titik tidak mengumpul 

hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola, 

dan penyebaran titik-titik data tidak berpola, 

Dapat dikatakan bahwa tidak terjadinya masalah Heteroskedastisitas, 

sehingga uji asumsi klasik Heteroskedastisitas ini dapat dilanjutkan ke analisis 

selanjutnya yaitu regresi linear berganda. 

Tabel 4. 5 Uji Heteroskedastisitas 

    Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
    

Model   B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 0.729 0.090  8.140 0.000 

  OPINI AUDIT 0.018 0.019 0.088 0.979 0.329 

  
TINGKAT 
PENYIMPANGAN 

(0.217) 0.149 (0.125) -1.462 0.146 

  
KEKAYAAN 

PEMERINTAH 
(0.134) 0.089 (0.242) -1.503 0.135 

  
RASIO 

KEMANDIRIAN 
0.061 0.027 0.361 2.278 0.024 

 

Jika nilai Sig. lebih dari 0,05 maka penelitian tersebut tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Sig. pada 3 

variabel lebih dari 0,05 berdasarkan nilai yang diperoleh dapat disimpulkan 

bahwa 3 variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas atau memenuhi 

syarat uji asumsi klasik. Sedangkan pada variabel rasio kemandirian nilai Sig. 

sebesar 0,024 di mana nilai tersebut di bawah 0,05 yang artinya terjadi 

heteroskedastisitas. 
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4.4.3 Uji Multikolinearitas (Multicollinearity) 

Tabel 4. 6 Uji Multikolinearitas 

    
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
    Collinearity Statistics 

Model   B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

1 (Constant) 0.729 0.090  8.140 0.000     

  OPINI AUDIT 0.018 0.019 0.088 0.979 0.329 0.880 1.136 

  
TINGKAT 
PENYIMPANGAN 

(0.217) 0.149 (0.125) -1.462 0.146 0.970 1.031 

  
KEKAYAAN 

PEMERINTAH 
(0.134) 0.089 (0.242) -1.503 0.135 0.274 3.645 

  
RASIO 

KEMANDIRIAN 
0.061 0.027 0.361 2.278 0.024 0.283 3.530 

 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa, untuk 

melihat nilai tolerance adalah jika nilai tolerance > 0,10 maka artinya tidak terjadi 

multikolinearitas. Pada data di atas menunjukkan nilai tolerance 4 variabel lebih 

dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. 

Untuk melihat nilai VIF adalah jika nilai VIF < 10,00 maka artinya tidak 

terjadi multikolinearitas. Pada data di atas menunjukkan nilai VIF 4 variabel kurang 

dari 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Jadi penelitian ini tidak 

memenuhi syarat uji asumsi klasik 

 

4.4.4 Uji Autokorelasi 

Tujuan dari Uji Autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam 

model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pada periode t ( sebelumnya). 
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Tabel 4. 7 Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .260

a 

.067 .039 .0909293 1.947 

 

Berdasarkan uji autokorelasi di atas dapat disimpulkan bahwa: 

N = 136 

d dl du 4-dl 4-du 

1,947 1,679 1,788 

 

2,321 2,212 

 

Karena du < d < 4-du di mana 1,788 < 1,947 < 2,212 maka artinya tidak 

terdapat autokorelasi. Untuk nilai dl dan du di dapat dari tabel Durbin-Watson di 

mana N = 136. sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memenuhi syarat 

uji asumsi klasik karena tidak terdapat autokorelasi. 

 

4.5 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi berganda (R2) bertujuan untuk mengukur 
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kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi terhadap variabel 

dependen. Jika nilai koefisien determinasi mendekati 1 berarti variabel independen 

(X) memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen (Y). 

Tabel 4. 8 Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 .260

a 

.067 .039 .0909293 

 

Berdasarkan uji koefisien determinasi yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa, pada nilai Adjusted R Square (koefisien determinasi) sebesar 

0,039 yang artinya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen 

(Y) sebesar 3,9%. 

 

4.6 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. yang di 

mana penjelasannya sebagai berikut: 

1. Hipotesis alternatif (Ha), terdapat pengaruh yang signifikan dari X1, X2, 

X3, dan X4 terhadap Y. 
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2. Hipotesis nihil (Ho), tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari X1, X2, 

X3, dan X4 terhadap Y. 

 

4.6.1 Uji Kelayakan Model (F) 

Tabel 4. 9 Uji Kelayakan Model 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression .078 4 .020 2.366 .050b 

Residual 1.083 131 .008   

Total 1.161 135    

 

Berdasarkan hasil uji hipotesis F, maka dapat disimpulkan bahwa, Sig. 

sebesar 0,050 yang artinya terdapat pengaruh signifikansi pada opini audit, temuan 

audit, kekayaan pemerintah, dan rasio kemandirian terhadap tingkat pengungkapan 

(Ha). Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diperkirakan layak, 

 

4.6.2 Uji t-statistik (Uji Parsial) 

Uji t-statistik dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh yang 

diberikan oleh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikan koefisien regresi. 
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Tabel 4. 10 Uji t-statistik 

    Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
    

Model   B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 0.729 0.090  8.140 0.000 

  OPINI AUDIT 0.018 0.019 0.088 0.979 0.329 

  
TINGKAT 
PENYIMPANGAN 

(0.217) 0.149 (0.125) -1.462 0.146 

  
KEKAYAAN 

PEMERINTAH 
(0.134) 0.089 (0.242) -1.503 0.135 

  
RASIO 

KEMANDIRIAN 
0.061 0.027 0.361 2.278 0.024 

 

Berdasarkan hasil uji hipotesis T, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Opini Audit Sig. sebesar 0,329 yang di mana lebih besar dari 0,05, maka 

tidak berpengaruh signifikansi terhadap tingkat pengungkapan (Ha). 

2. Temuan Audit Sig. sebesar 0,146 yang di mana lebih besar dari 0,05, maka 

tidak berpengaruh signifikansi terhadap tingkat pengungkapan (Ha). 

3. Kekayaan Pemerintah Sig. sebesar 0,135 yang di mana lebih besar dari 0,05, 

maka tidak berpengaruh signifikansi terhadap tingkat pengungkapan (Ha). 

4. Rasio Kemandirian Sig. sebesar 0,024 yang di mana lebih kecil dari 0,05, 

maka berpengaruh signifikansi terhadap tingkat pengungkapan (Ha). 

 

 

4.7 Pengaruh Opini Audit terhadap tingkat pengungkapan LKPD provinsi di 

Indonesia 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti, nilai sig. 

variabel opini audit yang diperoleh sebesar 0,329 atau 32,9%, dengan significance 

level α = 0,05 atau 5% yang artinya opini audit tidak berpengaruh signifikan 
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terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi di 

Indonesia, karena nilai Sig. lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit 

ditolak yang artinya tidak didukung. Hasil ini menunjukkan jika opini audit yang 

diberikan BPK terhadap LKPD provinsi baik WTP atau WDP tidak mempengaruhi 

kualitas dalam pengungkapan laporan keuangan karena opini tersebut tidak 

dijadikan sebagai bahan evaluasi dan meningkatkan kualitas dalam pengungkapan 

laporan keuangan. Penelitian ini membenarkan pernyataan bahwa opini audit 

terbukti tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan 

LKPD Provinsi sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian Heriningsih dan 

Rushelistyani (2013). 

 

 

4.8 Pengaruh Temuan Audit terhadap tingkat pengungkapan LKPD provinsi 

di Indonesia 

Temuan audit yang digunakan sebagai variabel diukur berdasarkan tingkat 

penyimpangan. Dalam penelitian ini tingkat penyimpangan yang dipilih adalah 

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan membandingkan 

antara nominal penyimpangan dengan total belanja daerah yang direalisasikan. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti, nilai sig. variabel 

temuan audit yang diperoleh sebesar 0,146 atau 14,6% dengan significance level α 

= 0,05 atau 5% yang artinya temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia, 

karena nilai Sig. lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa temuan audit ditolak 
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yang artinya tidak didukung Yang artinya bahwa besarnya temuan audit yang 

diperoleh BPK tidak mempengaruhi pemerintah untuk meningkatkan 

pengungkapan laporan keuangannya. Hal ini juga membuktikan bahwa hasil 

temuan tersebut tidak ditindaklanjuti dan tidak digunakan sebagai bahan evaluasi 

oleh pemerintah. Karena jika BPK menemukan banyaknya penyimpangan audit, 

maka BPK akan semakin mendalami pengoreksian sehingga kemungkinan untuk 

bertambahnya pengungkapan semakin besar. Dengan pernyataan tersebut 

membuktikan bahwa hasil dari penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Priharjanto dan Wardani. 2016) di mana tingkat penyimpangan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan 

keuangan pemerintah provinsi karena tingkat penyimpangan yang besar tidak 

menjamin dapat mendorong pemerintah daerah agar meningkatkan pengungkapan 

laporan keuangan. 

 

4.9 Pengaruh karakteristik daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD 

provinsi di Indonesia 

Karakteristik daerah dalam penelitian ini sebagai variabel kontrol yang 

diukur berdasarkan kekayaan pemerintah dan rasio kemandirian. Hasil uji hipotesis 

yang telah dilakukan oleh peneliti, nilai sig. variabel karakteristik daerah terhadap 

kekayaan pemerintah yang diperoleh sebesar 0,135 atau 13,5% dengan significance 

level α = 0,05 atau 5% yang artinya kekayaan pemerintah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah 

provinsi di Indonesia, karena nilai Sig. lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 
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kekayaan pemerintah ditolak yang artinya tidak didukung. Hasil ini didukung oleh 

penelitian sebelumnya oleh (Artha dkk. 2015, Noviyanti dan Kiswanto. 2016) di 

mana kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

laporan keuangan pemerintah daerah. Karena semakin besar kekayaan pemerintah 

suatu provinsi maka akan semakin tinggi risiko terjadinya penyimpangan, baik 

terhadap sistem pengendalian internal maupun terhadap kepatuhan perundang-

undangan. Hal ini terbukti banyaknya kasus-kasus penyelewengan anggaran atau 

SDA yang dilakukan pada pemerintahan. 

Sedangkan pada rasio kemandirian nilai yang diperoleh sebesar 0.024 atau 

2,4%, dengan significance level α = 0,05 atau 5% yang artinya rasio kemandirian 

signifikan, karena nilai sig kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa rasio 

kemandirian diterima yang artinya didukung. Pada penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa besarnya dana transfer yang didapatkan oleh suatu pemerintah daerah dari 

pemerintah pusat akan mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah 

daerah tersebut. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari (Shafira Ramadhia 

Utami Sulardi, 2019) yang menarik kesimpulan bahwa semakin tinggi rasio 

kemandirian, maka pemerintah daerah akan meningkatkan atau memperluas 

pengungkapan pada laporan keuangannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5. 1 Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh opini audit, 

temuan audit dengan pengukuran berdasarkan tingkat penyimpangan dan 

karakteristik daerah dengan pengukuran berdasarkan kekayaan pemerintah dan 

rasio kemandirian. Data sampel pengamatan yang digunakan sebanyak 136 laporan 

keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan 

tahun 2019 yang di mana setiap tahunnya berjumlah 34 laporan keuangan. 

Pada bab ini akan memaparkan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran 

atas hasil penelitian yang dapat diringkas sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh 

terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah 

di Indonesia.  

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat penyimpangan tidak 

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan 

pemerintah daerah di Indonesia. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah tidak 

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan 

pemerintah daerah di Indonesia. 
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4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh 

terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah 

di Indonesia. 

 

5.2 Saran 

Penulis berharap untuk penelitian yang membahas mengenai kinerja dalam 

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang akan datang mampu 

memberikan hasil penelitian yang lebih baik dan berkualitas. Adapun saran yang 

dapat penulis berikan adalah: 

 

1. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan dapat menambah variabel 

yang diduga memiliki keterkaitan dengan kinerja dalam pengungkapan 

laporan keuangan pemerintah daerah seperti latar belakang pemerintah 

daerah, tingkat SPI, tingkat ketidakpatuhan, dan jumlah SKPD. 

2. Pemerintah daerah diharapkan memiliki semangat saing dalam berlomba-

lomba meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerahnya 

dengan pengungkapan yang memadai agar temuan yang didapat sedikit 

yang di mana dapat mempengaruhi penentuan opini yang diberikan oleh 

BPK. 

3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel seluruh 

kabupaten atau kota pada setiap provinsi dengan tahun pengamatan 5 tahun 

sebelum tahun terkini. Sehingga hasil penelitian jauh lebih berkualitas. 

 



61 
 

5.3 Implikasi 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel opini audit, 

temuan audit, dan karakteristik daerah dengan pengukuran kekayaan 

pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi di Indonesia. Artinya pada 3 

variabel tersebut membuktikan bahwa hasil yang baik terhadap opini audit, 

temuan audit yang tinggi, dan kekayaan pemerintah yang banyak tidak 

mempengaruhi pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Hanya rasio kemandirian yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 

pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah provinsi di Indonesia, di mana 

semakin tinggi rasio kemandirian suatu daerah maka semakin baik pula hasil 

dari pengungkapan laporan keuangannya. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pendapatan asli daerah akan mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan 

pemerintah daerah tersebut.  

    Implikasi lain dari penelitian ini diharapkan Pemerintah Daerah 

memiliki semangat saing dalam berlomba-lomba meningkatkan kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerahnya dengan pengungkapan yang 

memadai.  
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LAMPIRAN 1 

Item Pengungkapan 
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LAMPIRAN 2 

Skor Item Pengungkapan 



67 
 

 



68 
 

 



69 
 

 



70 
 

LAMPIRAN 3 

Opini Audit 
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LAMPIRAN 4 

Tingkat Penyimpangan 
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LAMPIRAN 5 

Kekayaan Pemerintah 
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LAMPIRAN 6 

Rasio Kemandirian 
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LAMPIRAN 7 

Hasil Uji Statistik SSPS 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 136 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. 

Deviation 
.08957206 

Most Extreme Differences Absolute .079 

Positive .048 
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Negative -.079 

Test Statistic .079 

Asymp. Sig. (2-tailed) .039c 
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Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .260a .067 .039 .0909293 1.947 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 
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1 .260a .067 .039 .0909293 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression .078 4 .020 2.366 .050b 

Residual 1.083 131 .008   

Total 1.161 135    

 

 


